BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KHAMAR
ATAU MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

SALINAN

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan efek jera kepada seseorang
atau badan yang memproduksi, mengoplos,
mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu
atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau
menguasai khamar atau minuman beralkohol, perlu

Mengingat

memberikan sanksi yang lebih berat;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002
tentang Pengawasan Dan Pengendalian Khamar Atau

Minuman Beralkohol;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

tentang
Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan  Barang-barang Dalam  Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2473);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 190);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8
Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Khamar atau Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 8§,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 100);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KHAMAR ATAU MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau
Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Khamar atau Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 100) diubah, sehingga Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

(1) Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 4,
Pasal 5 dan Pasal 6, dipidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling
sedikit Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan denda paling
banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
BUDHI SARWONO
Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (4/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KHAMAR
ATAU MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian
terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman
masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan
pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah
perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan
peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara
terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang
berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut Dberperan dalam
mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak
menimbulkan dampaknegatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menerbitkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol, namun
dalam pengenaan sanksinya belum memberikan efek jera kepada
seseorang atau badan yang memproduksi, mengoplos, mengedarkan,
memper-dagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki,
menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol.

Untuk menindaklanjuti beberapa hal di atas, perlu dilakukan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau
Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas
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